BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil kajian-kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan secara umum bahwa hukum arbitrase Indonesia telah memiliki
beberapa landasan hukum terhadap pengaturan mengenai pilihan hukum dalam
arbitrase secara umum, yaitu pilihan hukum terhadap perjanjian pokok atau

substansi sengketa, perjanjian arbitrase, dan prosedur arbitrase

Namun, secara spesifik mengenai pengaturan-pengaturan pilihan hukum tersebut
dalam hukum arbitrase Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan masih
terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam perumusan Pasal undang-
undang maupun ketidakjelasan putusan-putusan pengadilan Indonesia terhadap
pilihan hukum dalam arbitrase. Penulis akan menjabarkan dalam beberapa poin
sebagai berikut:

A. Pertama, Pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase yang
dimuat di hukum arbitrase Indonesia, yang secara spesifik Konvensi New
York yang telah disahkan dalam Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981,
sudah sesuai dengan prinsip serta pengaturan yang dianut oleh arbitrase
Internasional secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan dari pengaturan
dalam Pasal V (1) (a) Konvensi New York yang memberikan kebebasan para
pihak dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase secara tegas,
dan ketika tidak ada pilihan hukum secara tegas, maka hukum yang akan
berlaku adalah hukum dari tempat diselenggarakannya arbitrase (law of the

seat of arbitration).

Namun, UU No. 30/1999 tampaknya belum memberikan pengaturan secara
eksplisit didalam suatu Pasal yang terkait pilihan hukum bagi perjanjian
arbitrase. UU No. 30/1999 hanya memiliki pengaturan mengenai prinsip

separabilitas dalam Pasal 10 yang mana prinsip ini dalam dunia arbitrase
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Internasional dianggap memiliki peran dalam pengaplikasian pilihan hukum
bagi perjanjian arbitrase. Namun, hukum arbitrase Indonesia belum
memberikan kepastian hukum mengenai apakah prinsip separabilitas tersebut

dapat digunakan dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase.

Kemudian, praktek pengadilan Indonesia dalam kasus PT Comarindo v.
Yemen Airways juga terlihat belum menerapkan pengaturan mengenai pilihan
hukum bagi perjanjian arbitrase dengan baik dikarenakan pengadilan belum
memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pentingnya pemilihan

hukum bagi perjanjian arbitrase di antara para pihak.

Kedua, Pengaturan mengenai pilihan hukum bagi prosedur arbitrase dalam
hukum arbitrase Indonesia dapat dikatakan telah memadai. Hal ini
dikarenakan UU No. 30/1999 Indonesia dalam Pasal 9, 31, dan 34 telah
memberikan kewenangan kepada para pihak dalam memilih tempat
diselenggarakannya proses arbitrase yang mana hal ini merupakan wujud dari
pemilihan hukum yang berlaku terhadap prosedur arbitrase yang dikenal
dalam dunia arbitrase internasional. Doktrin yang diberikan ahli hukum
Indonesia juga memiliki pandangan yang demikian. Selain itu, praktek
pengadilan Indonesia dalam Karaha Bodas v. Pertamina juga menunjukan
bahwa pengadilan Indonesia telah memahami konsep pemilihan hukum bagi
prosedur arbitrase yang dapat dilakukan melalui pemilihan atas tempat

diselenggarakannya arbitrase (seat of arbitration).

Ketiga, pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau
substansi sengketa dalam kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah
memiliki dasar pengaturannya dalam KUHPerdata, peraturan perundang-
undangan lainnya seperti UU ITE, UU Penerbangan, dan Peraturan-peraturan
Institusi Arbitrase Indonesia (seperti BANI Rules, Peraturan Arbitrase
BAPMI, dan Peraturan Arbitrase BMAI). Literatur-literatur beserta dengan

pendapat para ahli-ahli hukum Indonesia juga mengakui eksistensi dari
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2.

pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa dalam hukum

Indonesia.

Namun, pengaturan secara spesifik mengenai pilihan hukum tersebut dalam
arbitrase yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 30/1999 terlihat masih
inkonsisten. Pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) pada dasarnya ditujukan
sebagai dasar dari pemilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi
sengketa, namun, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) alih-alih merumuskan
pengaturan mengenai pilihan hukum bagi prosedur arbitrase. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) beserta dengan
penjelasannya bertolak belakang antara satu sama lain. Lagi pula, pilihan
hukum bagi prosedur arbitrase telah diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 9
sehingga tidak masuk akal jika kemudian Pasal 56 ayat (2) mengatur hal yang
serupa. Pengaturan yang inkonsisten dari Pasal 56 ayat (2) ini kemudian
memberikan dampak terhadap ketidakjelasan pengaturan mengenai pilihan

hukum dalam Peraturan Arbitrase BMAL

Saran

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan dalam Bab I sampai dengan III beserta

dengan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai upaya

perkembangan hukum arbitrase Indonesia terkait pilihan hukum dalam arbitrase.

Saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

A.

Pertama, dalam mengantisipasi terjadinya konflik mengenai pilihan hukum,
baik dalam perjanjian arbitrase, perjanjian pokok, maupun prosedur arbitrase,
para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di arbitrase sekiranya telah
mengatur hukum-hukum tersebut secara jelas dan tegas dalam perjanjian-
perjanjian tersebut. Dalam melakukan hal ini, para pihak dapat melihat
kepada contoh-contoh dari rumusan perjanjian arbitrase (model clause) yang
disediakan lembaga-lembaga arbitrase internasional ternama, seperti

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Hong Kong
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International Arbitration Centre (HKIAC).'*” Hal ini merupakan upaya
pertama yang dapat dilakukan para pihak untuk mencegah permasalahan-

permasalahan mengenai pilihan hukum dalam arbitrase.

B. Kedua, sebagai upaya untuk mendukung poin Pertama, maka sebaiknya UU
No. 30/1999 sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa arbitrase di
Indonesia dilakukan perubahan, terutama terhadap Penjelasan Pasal 56 ayat
(2). Hal ini dikarenakan inkonsistensi rumusan dalam Penjelasan Pasal 56
ayat (2) dengan ketentuan dalam Pasal tersebut akan menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian pokok
atau substansi sengketa dalam dimensi hukum arbitrase Indonesia. Adanya
ketidakpastian hukum ini tentu akan memicu konflik dikemudian hari di
antara para pihak yang bersengketa yang hendak menggunakan hukum
arbitrase Indonesia Maka dari itu, rumusan Penjelasan Pasal 56 ayat (2)
sekiranya dapat diubah agar menjadi konsisten dengan pengaturan dalam

Pasal tersebut.

Dalam mengubah rumusan Penjelasan Pasal tersebut, pembentuk undang-
undang dapat melihat referensi-referensi yang diberikan peraturan peraturan-
peraturan dalam arbitrase internasional maupun konvensi internasional,
seperti UNCITRAL Model Law (terutama dalam Pasal 28 Model Law yang
berkaitan dengan pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi

sengketa para pihak)

C. Ketiga, tidak hanya memperjelas pengaturan mengenai perjanjian pokok atau
substansi sengketa, UU No. 30/1999 sekiranya juga dapat memberikan
pengaturan tambahan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase.
Walaupun sebenarnya Konvensi New York 1958 telah mengatur mengenai

pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase, namun alangkah baiknya jika UU

187 Lihat contoh SIAC Model Clause pada www.siac.org.sg/model-clauses/siac-model-clause,
diakses pada tanggal 24 July 2021. Lihat juga contoh HKIAC Model Clause pada
www.hkiac.org/arbitration/model-clauses, diakses pada tanggal 24 July 2021.
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No. 30/1999 mengatur pula hal tersebut sehingga pada akhirnya UU No.
30/1999 memberikan pengaturan yang lengkap terhadap pilihan hukum
dalam arbitrase, baik terhadap perjanjian pokok, perjanjian arbitrase, dan

prosedur arbitrase.

Namun, jika tidak dimungkinkan untuk melakukan penambahan pengaturan
mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase dalam UU No. 30/1999
(mengingat sulitnya melakukan perubahan undang-undang), maka alternatif
lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pengaturan dalam

Konvensi New York 1958.
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